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BAB V 

KESIMPULAN  

A. KESIMPULAN 

1. Putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan sanksi selama 1 tahun 

penjara tidak sesuai dengan penerapan asas  Concursus, karena 

ditinjau dari alat bukti gabungan tindak pidana TPPU dan 

penggelapan pasal 378 KUHP melalui alat bukti  keterangan saksi 

bahwa paper document bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam 

Akta ataupun Struktur Organisasi adalah sebagai pengurus (baik 

sebagai Direktur atau Komisaris dalam perusahaan) karena itu 

adalah bukti akurat yang paling valid dan  bukti  bahwa Robert 

tantular  adalah sebagai Pengurus/Direksi/Pemegang Saham di PT. 

Antaboga Deltasekuritas maupun di PT. Bank Century yang 

melakukan penggelapan uang nasabah bank Century kemudian 

menempatkannya pada perusahaan The Jasmine Investment di 

Jersey (unsur placement TPPU terbukti). 

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 

adalah :  

a. Mencari novum untuk melakukanupaya hukum Peninjauan kembali 

b. Melakukan Mutual legal assistace untuk membuktikan placement 

berdasarkan putusan Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tersebut, 

pada tanggal 21 Agustus 2014 Royal Court of The Island of Jersey 

mengeluarkan putusan bahwa Terdakwa Robert Tantular meiliki 
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asset di The Jasmine Investment di Jersey sebesar USD 16,5 juta 

dan Upaya hukum pemerintah dalam memangani pencucian uang 

yang dilakukan oleh Robert Tantular bukan hanya melaui upaya 

hukum PK dan MLA, dan melaui yurispudensi mahkamah agung 

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JPU dan 

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 

183/PID/2015/ PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2015 yang mengubah 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst, tanggal 18 Mei 2015. 
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